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PUTUSAN 

Nomor:158/Pdt.G/2018/PA.Ckr 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai 

gugat antara : 

PENGGUGAT , Jakarta,22-02-1992, Umur 25 Tahun, Agama Islam, pendidkan 

terakhir SMA/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di 

ALAMAT ,Dalam hal ini memberi kuasa kepada  AHMAD FARHAN 

QODUMI, S.Sy dan BAYU ILHAM KUNCORO,SH 

Advokat/Penasehat Hukum, Berkantor pada kantor Hukum BIK & 

PARTNERS yang beralamat di Kp. Cikedokan, RT/RW. 004/011, 

Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi, berdasarkan 

Surat kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Cikarang dengan   No: 53/Adv-/I/2018/PA. Ckr.,Tertanggal 

16 Januari 2018,Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; 

m e l a w a n 

TERGUGAT , Serang, 16-10-1991, Umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan 

terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di  

ALAMAT ,Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 

Pengadilan Agama tersebut ; 

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; 

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang; 

 DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam  surat gugatannya tertanggal 16 

Januari  2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, 

Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-

dalil  sebagai berikut : 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa pada tanggal 10 April 2016, Penggugat dengan Tergugat telah 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, 

sebagaimana tertera dalam akta nikah no: 666/95/IV/2016, tertanggal 10 

April 2016. 

2. Bahwa penggugat dan tergugat pada saat menikah tergugat berstatus jejaka 

dan penggugat perawan dan tidak ada halangan untuk melakukan 

perkawinan. 

3. Bahwa setelah pernikahan penggugat dan tergugat-hidup rukun layaknya 

suami istri dan bertempat tinggal bersama di. ALAMAT , Jawa Barat. 

4.Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup 

bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang 

anak bernama Rapanda Hairin Dinanti, umur 1 tahun. 

5.Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumahtangga 

awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2017 keadaan 

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi ketidakharmonisan 

lagi yang disebabkan karena 

5.1 Bahwa tergugat dalam memberi nafkah sangat kurang bahkan tergugat 

sering meminta uang kepada penggugat serta sudah 4 bulan tidak 

memberi nafkah kepada penggugat dan anak penggugat. 

5.2 Bahwa tergugat sangat tidak bertanggungjawab terhadap keluarga dan 

tidak bisa dijadikan sebagai imam dalam keluarga. 

5.3Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan 

penggugat dan memakai nama penggugat dalam berhutang. 

5.4 Tergugat dan penggugat sering berbeda pendapat yang berujung tidak 

dapat diselesaikan; 

6.Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah 

tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada bulan September 2017 

yang lalu penggugat dan tergugat terjadi pecekcokan yang besar sehingga 

antara penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak 

melakukan hubungan suami istri hingga saat ini sudah pisah ranjang kurang 

lebih 4 bulan lamanya. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 3 

7.Bahwa Penggugat telah mencoba untuk mempertahankan keutuhan rumah 

tangga dengan cara bersabar menunggu Tergugat merubah perilaku dan 

tindakannya dan juga dengan  bermusyawarah oleh kedua belah pihak 

keluarga agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ; 

8.Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh 

Penggugat sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, 

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan 

kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah tidak mungkin dapat terwujud;  

9.Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat 

dipertahankan dan penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah 

tangga dengan tergugat. Maka oleh karenanya Penggugat berpendapat 

bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas, 

Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang C/q. Majelis Hakim 

yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat 

untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut: 

PRIMER 

1. Mengabulkan gugatan penggugat; 

2. MenjatuhkanTalak satu ba’in   shugroTergugat  terhadap penggugat di 

depan majlis hakim pengadilan Agama Cikarang; 

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum; 

SUBSIDER 

Atau :Apabila majlis hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, 

mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir 

sendiri di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan 

tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan 

Jurusita Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Ckr. masing-masing  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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tanggal 23 Januari 2018 dan 6 Februari  2018, yang dibacakan di perrsidangan, 

Tergugat  telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di 

persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan 

pembacaan surat gugatan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tertanggal 16 Januari   

2018, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat 

telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 

:666/95/IV/2016, tanggal 11 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat 

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan,Kabupaten Bekasi, 

yang telah dinazegelling dan diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan 

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P dan diparaf ; 

 Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah 

menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama : 

1. SAKSI I ,umur 57 tahun, agama Islam, peker-jaan pensiunan 

swasta,bertempat tinggal di ALAMAT  ; 

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya  yang 

pada pokoknya sebagai berikut: 

- Saksi  kenal  dengan Penggugat dan Tergugat  karena sebagai ayah 

kandung Tergugat ; 

- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ; 

- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang   anak  ;- 

- Saksi tahu setelah  menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir 

bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di Tambun Selatan,  

Bekasi;    

- Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat  rukun  

dan harmonis  akan tetapi sejak awal tahun 2017 yang lalu terjadi 

perselisihan dan pertengkaran  ;- 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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- Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut  adalah : 

karena Tergugat sangat kurang dalam memberi nafkah kepada 

Penggugat dan Tergugat tidak jujur dalam masalah meminjam uang ;- 

-  Saksi  tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang     

sejak bulan September 2017  ; 

-    Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali 

akan tetapi tidak berhasil ;-      

2. SAKSI II ,umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan  PNS, bertempat tinggal di 

ALAMAT   ; 

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada 

pokoknya sebagai berikut: 

- Saksi  kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu 

kandung   Penggugat ; 

- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan  suami istri  ;- 

- Saksi tahu setelah  menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat 

tinggal bersama di Tambun Selatan, Kabupaten   Bekasi   ; 

- Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai   anak;  

- Saksi tahu pada awalnya  rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun  

dan harmonis, namun kemudian  sejak awal tahun 2017 terjadi 

perselisihan dan pertengkaran  ; 

- Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut  adalah : 

karena Tergugat tidak tanggungjawab dalam memberi nafkah kepada 

Penggugat dan Tergugat banyak hutang kepada orang lain ; 

- Saksi tahu Tergugat  dan  Penggugat telah pisah rumah  sejak bulan 

September 2017  ; 

- Saksi pernah menasehati  Penggugat agar rukun dengan  Tergugat , 

tetapi tidak berhasil ; 

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat 

membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan 

keterangan serta alat bukti lagi;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya 

secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari 

Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;  

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup 

ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara 

ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini; 

PERTIMBANGAN  HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat 

sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (in 

person) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir 

menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku 

wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah 

dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu 

disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason), 

maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR jo pasal 

26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara a quo dapat diperiksa 

dan diputus tanpa hadirnya Tergugat; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, 

maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai 

terhadap Tergugat adalah karena sejak awal tahun 2017, antara Penggugat dan 

Tergugat telah   terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat dalam 

memberi nafkah sangat kurang bahkan tergugat sering meminta uang kepada 

penggugat serta sudah 4 bulan tidak memberi nafkah kepada penggugat dan 

anak penggugat,Tergugat sangat tidak bertanggungjawab terhadap keluarga 

dan tidak bisa dijadikan sebagai imam dalam keluarga,Tergugat sering 

berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat dan memakai 

nama penggugat dalam berhutang dan  Tergugat dan penggugat sering 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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berbeda pendapat yang berujung tidak dapat diselesaikan  dan sejak  bulan 

September   2017 hingga sekarang  telah pisah rumah ; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat 

telah mengajukan bukti tertulis, bukti P, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah); 

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat, 

Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta 

otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling serta oleh Majelis 

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat 

bukti “P” tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti 

“P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan 

gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga 

berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P”   harus dinyatakan dapat diterima;  

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut 

maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih 

terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah 

pihak yang berkepentingan dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti P tersebut, Penggugat 

juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangannya 

di bawah sumpah yaitu seperti tersebut di atas ;  

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang 

diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang 

saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah 

hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan, dan diperiksa satu 

per satu, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena kedua saksi 

tersebut telah memberikan keterangan yang sama saling bersesuaian dan 

saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka 

sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR harus dinyatakan secara formil 

dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;  

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, 

serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis menemukan 

fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:  
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- Bahwa  Penggugat  dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah 

sejak tanggal 10 April 2016  sampai sekarang dan belum pernah bercerai; 

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 

keturunan seorang anak ;- 

-      Bahwa sejak awal tahun  2017 antara Penggugat dengan Tergugat  terjadi 

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan 

Tergugat sangat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;  

-   Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan September  2017 telah pisah 

ranjang;    

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat, namun tidak berhasil ;  

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis 

Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah 

sampai pada kondisi pecah  (Broken Mariage); 

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang sudah berlangsung sejak awal 

tahun 2017, disusul dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat yang sudah 

berlangsung sejak bulan September   2017 ; 

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat  dan 

Tergugat   dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi 

mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidak 

rukunan antara Penggugat  dan Tergugat, sudah sangat sulit untuk 

mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih 

sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki 

firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu : 

 

 لقوم لأيـــت ذلك فى ان  ورحمــة مودة بينكم وجعل اليـــها لتسكنوا ازواجــا انفسكم من لكم خلق ان ـتهأيــ ومن

 .يتفكرون

    

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
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tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir”  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat tidak rukun lagi dan serta tidak mungkin lagi dipertahankan, 

dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai 

dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka  gugatan Penggugat dapat 

dikabulkan ; 

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak 

isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang 

kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka 

thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba’in sughra ; 

Menimbang, bahwa dengan demikian bunyi amar putusan adalah 

menjatuhkan thalak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat ; 

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa 

alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka 

gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur 

dalam pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 

tahun 2009,Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Putusan ke PPN 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan,Kabupaten  Bekasi untuk 

mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk 

itu;   

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 

50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini; 
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MENGADILI 

 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara  resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat  secara  verstek; 

3. Menjatuhkan  talak satu Ba'in Shughra Tergugat  kepada Penggugat; 

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan 

salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, 

Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 

5. Membebankan kepada Penggugat  membayar biaya perkara sejumlah  Rp. 

331.000,- (Tiga   ratus tiga puluh satu  ribu  rupiah). 

 

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan 

Agama Cikarang pada hari pada hari Selasa,tanggal 13  Februari 2018 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1439 Hijriyyah, oleh Drs. Tauhid, 

SH., MH., Ketua Majelis,  Hj. Asmawati,SH., MH.  dan  Drs. M. Anshori,SH,MH. 

masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua 

Pengadilan Agama Cikarang dengan Penetapan  untuk memeriksa perkara ini, 

dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum 

pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta 

Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh 

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

 

Hakim Ketua, 

ttd  

  

Drs. Tauhid, SH., MH. 

Hakim Anggota, Hakim Anggota, 
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ttd ttd 

  

Hj. Asmawati,SH., MH.   Drs. M. Anshori,SH,MH. 

Panitera Pengganti, 

ttd  

  

Fadhlah Latuconsina,S.H. 

 

Rincian Biaya Perkara : 

1. Biaya Pendaftaran : Rp.   30.000,- 

2. Biaya Proses : Rp.   50.000,- 

3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,- 

4. Redaksi : Rp.     5.000,- 

5. Meterai : Rp.     6.000,- 

Jumlah : Rp. 331.000,- 

 

Catatan : 

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada 

tanggal …………………….. dan belum / telah berkekuatan hukum tetap; 

 
Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya 

 Oleh Panitera,  

  

 

H. Dede Supriadi, SH.,MH. 
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